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Skripsi ini membahas analisis aspek pengawasan dalam pel aksanaan Undang undang Merek Nomor 15
Tahun 2001 di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek pengawasan dalam pelaksanaan Undang Undang
Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan
Hak Asas Manusia Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif Teknik pengumpulan
data dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam Hasil penelitian ini menghasilkan duatipe
pengawasan yaitu pengawasan preventif melalui sosialisasi pengawasan dalam pendaftaran merek
pengawasan dalam perpanjangan merek dan pengawasan dalam penghapusan merek Pengawasan kedua
adalah tindakan represif berupa koordinas antar instansi pemerintah responsivitas pemerintah sumber daya
dan peran pengawasan masyarakat.

...... This research discusses the analysis of monitoring aspect of the implementation of the Trademark Law
No 15 of 2001 in the Directorate General of Intellectual Property Ministry of Law and Human Rights. The
purpose of this study isto analyze the implementation of the Trademark Law No 15 of 2001 in the
Directorate General of Intellectua Property Ministry of Law and Human Rights. This study uses qualitative
approach with descriptive design The techniques used for data collection are observation and in depth
interview. This study resulted in two types of supervision The first is preventive supervision through
socialization supervision in brand registration supervision on brand extention and brand elimination. The
second is repressive action such as coordination among government agencies government responsivity
resources and the role of public supervision.
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